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WALIKOTA SURABAYA
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 09 TAWUN 2004
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan serta
uniuk menjamin pembinaan profesi, karir, kepangkatan dan
jabatan, maka diperiukan Pegawai Negeri Sipil yang
ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tuges
pengawasan secara profesional dan mandiri di lingkungan
Pemerintah Daerah ;

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1896 tentang
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Surat
Kepaia Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Nomor 8§-772/K/JF/2003 tanggal 21 Juli 2003, perihal
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpassing (Penyesuaian) JFA di
Lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah,
maka dipandang perlu mengatur Jabatan Fungsional Auditor ;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas,
periu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang
Jabatan Fungsional Auditor.

Undang-undang Nomer 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta,
yang teiah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Tahkun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730} ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian yang teiah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1989
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 198¢ fentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 60, Tambahan
Lambaran Negara Nomor 3839) ;
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12.

13.

14,

18.

15.

Undang-undang Nomer 28 Tehun 1998 tenfang
Fenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korunpsi, Kolusi dan Nenotisme ;

Undang-undang Noemer 31 Tahun 1999 tfentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi vang telah diubah
denaan Undang-tndang Nomar 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Nomoar 4150} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
rungsional Pegawal Negeri Sipil;

Paraturan Pemerintah Nemor 88 Tahun 2000 tentang
renaikan Pangkat Fegawai Negeri Sipit yang telah diubah
cengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemernntah Nomor 20 Tahun 2001 teniang
Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Paraturan Pemaerintah Nomor €@ Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindaharn dan Pemberhentian
Pagawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomeor 87 Tahun 1892 tentang Rumpun
Jabaian Fungsionai Pegawai iNegeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 74 Tzhun 2001 tentang Tata
Caia Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintah Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 23 Tzhun 2002 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya,

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 17/KEP/M.FAN/Z00Z tentang Penyesuaian Penamaan
Jabatan Fungsional Auditor;

Paratiran Dasrah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001
tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya;

Keputusan Waliketa Surabaya Nomor 61 Tahun 2001 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Kota Surabaya.
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR
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adalgh Kota Surabava;

Pemerintah Dagrah adalah Pemasrintah Kota Surabaya;

Kepala Daerah adzlah Walikota Surabaya;

giabat yang herwenang adalah Pejabat yang berwenan
ng ngkat, membebaskan sementara, memberhentikan
rta

meneatapkan angka kredit Pejabat Fungsiona! Auditor
Suai dengan ketentuan yang berlaku.
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adan Pengawas adalah Badan Pengawas Kota Surabaya;

Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas
Kota Surabaya;

Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaien
terhadap obyek pengawasan dan aiau kegiatan tertentu
dengan tujuan untuk memastikan anakah nelaksanaan tigas
dan fungsi obyek poengowasan dan alau kKegiatan tersebut
telah sesuai dengan vang telah ditetankan;

Audit adaiah penguilan atas kegiatan obyek pemeriksaan
dengan tara membandingkan keadaan yang terjadi dengan
keadaan vang seharusnya, melakukan analisis dan evaluasi
setta  merumuskar rekomendasi dan  melaporkan  hasil
kagiatannya.

Jabatan  Fungsional Aucittor adaleh  Jabatan  teknis
pengawasan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh
nengetahuan, metadologi, teknis analisis yang didasarkan atas
disiplin fimu, menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu
serta dilandasi kewenangan berdasarkan sertifikasi tertenty;

Pejabat Fungsicnal Auditor yang selaniutnya disebut dengan
Auditor adalaih Pegawai Negeri ‘.:npii yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang unluk melaksanakan pengawasan
pada instansi/Unit Satuan Keria Pemaerintah Kota Surabaya;



11.  Atesan Langsung Pejabat Fungsional Auditor adalah Pgjabat
yang elah ditetapkan pada setiap awal tahun atau pada setiap
nenugasan cleh Kepala / Pimpinan Linit Keria:

12. Peiabat Pengusu! Angka Kredit adalah pejabat yang
meiakukan  fungsi  pengeiolaan  kepegawaian  yang
menandatangani usulan perolehan angka kredit Pejabat
Fungsionai Auditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13 Sekretariat Tim Penilai adalah Sekrotariat Tim yang dibentuk

cleh pejabat yang berwenang uniuk membantu pelaksanaan
tugas pejabat yang herwenang menetankan angia kredit dan
Tim Penilai dalam bidang administrasi,

14 Tim Penilai Angka Kredit adalzh Tim yang dibentuk oleh
pejabal yang berwenang menetapkan angka ikredii yang
bartugas membantu dalam proses penilaian angka kredit,

15, Aparat Pengawasan Fungsicnal Pemerintah untuk selanjutnya
disebul dengan AFFP, adalah Aparat Pengawasan Instansi
Pomarintah vyang herperan  aktif untuk membina dan
rehggerakkan serta membaniu imengarahkan, membimbing
dan mengkoordinasikan APFP dengan tujuan untuk
meningkatkan kuaiitas pelaksanaan dan hasil pengawasan;

16,  Inpassing Jabatan Fungsional Auditor adaiah Pengangkatan
Fegawal Negeri Sipii yang melaksanakan itugas di bidang
pengawasan melalty  penvesuaian ke dalam Jabatan
Fungsional Auditor.

BAR 1)
KEDUDUKAN DAN TUCAS BOKOK
Pasal 2
Auditor  berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Fungsional
Fengawasan pada instansi Pemerintah Daerah,
Pasal 3

{1} Tuoas pokok dan fungsi Auditor adalah menggerakkan , membina
dan melaksanakan pengawasan ;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokeknya Auditer berpedoman
ikepadia prosedur/tata kerja sesuai ketentuan yang berlaku ;

{3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.



BAR i
TANGGUNG JAWA:L DAN WEWENANG

Pacaid

(1Y Auditer bertanggung jawab manyelesaikan tugas sesuai dengan

Norma atau Stamar Audil Pemeriniahan yang beriaku;

yany wanb diberikan oieh seliap crang, instansi/Unit Kerja, Badan
iiqam Nk Daergh, Usaha-usaha Daerah lainnya. sepaniang
Hdak vorlemangan dengan porsluran perundang-undangan yang
tretiaky.

} Auditor berwenang untuk meminta keterangan dan bukti-bu

BAR IV

JEMIANG JABATAN DAN BANGKAT AUDITOR
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1. Auditor Ahli Pertamar
2. Auditor Ahli Muda:

3. Auditor Ahli Madya;

A Apditor Ahli Utama.

_janinnn nang 1(3*' go b

yang tertinggi Auaztor
{1y hurut a, terdiri dari

an ruang vang terendan sampai dengan
mpii sebagaimana dimaksud pada ayat

“"l tll

2. Auditor Pelaksana | Pengatur Muda Tingkat | gelengan ruang
iif sampai dengan Pengaiur Tingkai | goiongan ruang ilid;

b, Auditor Dejaksana Lanivtan ;. Panata Muda. gelongan ruang
hifa dan Penata Muda Tingkat | golongan ruang iil/b;

o

. Auditer Penyelia ¢ Penata aoionpan ruang Hlifc dan Penata
Tingkat i golongan ruang iiifd.
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L
yang feili ggi A
dar

ikai ooiongan ruang vang tarendzh sampai dengan
aite: Arn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
i .

Augitor Ahli Pertama @ Penata Muda golongan ruang ii/a dan
Penata Muda Tingkat | golongan ruahg i/,

Auditor Ahll Mudz - Pe"eta aolongan ruang /e dan Penata
Tingkat | goiongan ruang iii/d,

Ausitor Ahli Madya - Pombina golongan ruang V/a sampai
dengan Pembina Utama hMuda golongan ruang iVic;

Audrtor Ahli Utama - Pembina Utama Madya golongan ruang
iv/id dan Pembina Utama golongan ruang iV/e.

Untitk dapat diangkat dziam Jabatan Fungsional Auditor, secrang
Pegawai Negeri Sipii harus memenuhi angka kredit kumuiatf
minimal yang ditentiskan

Jumiah Angka Kredit kumuietid minimal yang harus dicapai dar
masing-masing jenjang pangkai yaitu
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Auditar Pelaksara : Golongan ruang /b = 40
Goiongan fuang ilfe = 80
Golongan ruang iid = 80
Auditor Pelaksana Lanutan © Gelongan ruang Hlfa = 100

Golongan ruang Hifb = 150

Auditor Panyelia » Golongan ruang ilife = 200
Gotongan ruang lii/d = 300

rtama . Golongan ruang lila =100
Goiongan ruang iilo = 150

Auditor Ahli Muda . Golongan ruang /e = 200
Golongan ruang fif/d = 300

Auditor Ahli Madya - (3olongan ruang IVia = 400
Golongan tuang iVib= 550
Giolongan ruang (Ve = 700

Auditor Ahli Utama . Gelongan ruang Vid = 850
Golongan ruang IVie=1050
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PEMGANMGKATAN PEMBERBAS! NSE ENTARA,
PEMBERFIENTIAN DAN FENGANGKATAN KEMBALI

Pasal &
Panpanglaian melalu!  inpassing, pengan ngkatan  pertama kel

peipindahan dasi jabatan lain, penganghatan kemnal;, pembebasan
sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional

Auditsr ditetapkan oieh pejabat yang berwehang sesual dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Peizhat yang barwenang ssbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6
dapai mendeiegasikan wewenangnya Kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal &

1) B ‘ga‘,ﬂ, 2l Ne er§ Sinit yang diingkat. untule pertama kali dalam
Jabatan Fungsional Audiicr Trampi harus memenuni syarat
sebagai berikut

Cheriiazah SMU D 1 D denoan kusiifikasi yang ditentukan
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cieh instansi Pembina aiau yang sederajat;
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goiongan ruang ii/b;

]

_taizh mengikuti pengidikan dan paiatihan kedinagan khusus |

B

sefiap  unsur peniizian  pelaksanann  pekeriazn  (DP-3)

R A L § iy PA LY WA AR
|

sekurang-kurangnya i‘:erniia. waik dafam tahun terakhir.

(2) Pagawai Negerl Sipil vang diangiar untuk pertama kali dalam

End
e
-

Jabatan rungsional Auditor Anii haius memenuhi syarat sebagai
perkut |
a beriiazah serendah-rendahnya sariana (51}, D iV denga

kuaiifixasi yang ditentukan oleh Instansi FPembina atau yang
saderaiat ;

o

.pangkat sergndah-rendahnys Penata  Muda golongan ruang
lli!a 1

[y

teloh mengikutl pendidikan dan pelatihan kedinasan khusus
untuk jabatan fungsional Auditor dan memperoleh sertifikat
tanda lutus

{3

_setian  unsur  penilaian  pelaksanazn  pekeriaan  (DP-3)
sekurang-kurangnya berniiai baik daiam tahun terakhir.



{3} Untuk menentukan jeniang Jahatan Auditor Trampil dan Auditor
Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) digunakan
angka kredit yang berasal dari nendidikan dan unsur Ltama lainnya
seteizh ditelapkan olel: pajabal yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang perlaku.

Daeal @

(1) Auditor dapat dibebaskan sementara dari jahatannya, anabila .

fo

chtugaskan di luar Jabatan Fungsional Auditor;

=2
o
=
[
n
o
®
k3
W
e |
&
o
o
2
s ]
e
{83
™
o
1)
3
-
T
&
= )

0

diiatuhi hukuman disipiin Pagawai Negeri Sipil dengan tingkat

i+

hukuman disipiin sedang atau beraf;

d. diberhentikan sementara sehagai Pegawai Negeri Sipil;

o

cuti di luar tanggungan negara.

Selain nembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Auditor dapat dibebaskan sementara dari jabatannya, sesuai
ketentuan yang beriaku.

2

Pasat 10
Auditor dapat diberhentikan dari labatannva, apabila .
2, dilatuhi hukuman disiplin Pagawai Negeri Sipil dengan hulkkuman

disiplin berat dan telah mempanyai kekuatan hukum yang tetap,
atau ;

2

Pegawai Negeri Sipil yang hersanglutan harus diberhentikan
daii jabatannya, sesuai dengan geraiuran perundang-undangan
vana hetlaku,

Pasal 11

Auditor vang telah selesai menialani pembebasan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai ketentuan vang berlaku,



BAB W
PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 12
Perangiat dan prosedur Penstapan Angka Kredit
{11 Perangkat Penctapan Anglka Kredit terdiri dar;
a. Atasan Langsung Pejabat Fungsional Auditor ;
h. Peiabat Pengusul Angka Kredit ;
c. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit ;
d. Sekretariat Tim Penilai ;
2. Tim Penilai.
1) Parangkat Penetapan Angka Kredit sehagaimana dimaksud pada

ayai (1), ditetapkan oieh Pgjabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan yang berlaki,

(3) Prosedur Penetapan Angka Kredit meliputi
a, wakty nelaksanaan :
b, dokumen pendukung ;
c. kriteria pengumpuian dan pengusulan.

{A) Prasedur penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAR VI
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pacal 12

(1) Basarnya tunjangan Jabatan Fungsional Auditor sesuai ketentuan
yang beriaku.

2) Biaya vang dibutuhkan untuk tuniangan Jabatan Fungsionai
Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada
Angqgaran Pendapatan dan Helanja Daerah.



BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, mendasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Jabatan

Fungsional Auditor.
Pasal 15
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap ‘orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Pebruari 2004

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada Tanggal 18 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 04/D

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
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